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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TAPANULI TEN GAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Ayat (5) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tapanuli 

Tengah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan. dengan 
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 
188.44/3/KPTS/TAHUN 2016 tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli 
Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 

Anggaran 2016; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun. 
Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum dan peraturan perundang-undangan 'yang lebih 
tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2016; 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

T E N  T A N G  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
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1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 

Lingkungan Darah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang --Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor · 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara: Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali ter~khir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota 

Perwakilan, rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tamabahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 13'7, 1'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 .Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia iNomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2011  tentanf Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

dan 

BUPATI TAPANULI TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Pasal 1. . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Daerah Rp 1.168.384.127.000,00 

2. Belanja Daerah Rp 1.193.876.254.900,00 

DEFISIT (Rp 25.492.127.900,00) 

3 Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan Rp 27.492.127.900,00 
b. Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp 25.492.127.900,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA): Rp · 0,00 

Pesal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Daerah Rp 64.005.291.000,00 
b. Dana Perimbangan Rp 1.081.669.282.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 22.709.554.000,00 

13.638.019.000,00 

4.028.651.000,00 

Rp 
Rp 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan Rp 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah Rp 

8.720.621.000,00 

37.618.000.000,00 

30.629 .117.000,00 
633.513.83 i .000,00 
320.963.341.000,00 

0,00 

96.562.993 .000,00 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp e. DanaDesa 

(3) Dana Perirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil 
b. Dana Alokasi Umum 
c. Dana Alokasi Khusus 

d. Dana Transfer Lainnya 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya Rp 
b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Lainnya Rp 

16. 716.044.000,00 

5.993.510.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Lan.gsung Rp 692.527.983.000,00 

b. Belanja Langsung Rp 501.348.271. 900,00 
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0,00 
0,00 

25.664.000.000,00 
9 .040.000 .000,00 

0,00 

111.231.599.900,00 
1.700.793.100,00 

544.891.590.000,00 Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari Jenis Belanja: 

a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Bunga 
c. Belanja Subsidi 
d. Belanja Hibah 
e. Belanja Bantuan Sosial 
f. • Belanja Bagi Hasil 
g. Belanja bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kab/Kota & Pemerintah Desa Rp 
h. Belanja Tidak Terduga Rp 

32.416.926.900,00 
220.508.481.800,00 
248.422.863.200,00 

Rp 

Rp 
Rp 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal. 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 27.492.127.900,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 2.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
jenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 
b. Pencairan Dana Cadangan Rp 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan Rp 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 
e. Penerimaan Kembali Penerimaan 

Pinjaman Daerah Rp 
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan Rp 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Rp 
c. Pembayaran Pokok Hutang Rp 
d. Perhberian Pinjaman Daerah Rp 
e. Pembayaran Utang Retensi Rp 

huruf a terdiri dari 

27.492.127.900,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

huruf b terdiri dari 

0,00 
2.000.000.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1 .  Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APED menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 

Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Pemerintah Daerah, Organisasi, 

.Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabat~n ; 

Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun. 

dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya. 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah; 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan Operasional APBD. 

Pasal 7 

( 1) Dalami keadaan darurat, pemerintah daerah da.pat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

s 

-·· 6. Larnpiran VI 

7. Lampiran VII 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah. 

Ditetapkan di Pandan 

pada tanggal 30 Januari 2016 

Plt. BUPATI TAPANULI TENGAH 

ttd 

SUKRAN JAMILAN TANJUNG 

Diundangkan di Pandan 
padaf~ggal30 Januari 2016 

SEK~T ARIS )AERAJJ KA BUP ATEN TAP ANULI TENGAH 

le 
��,S�LUMBANTOBING .• 
LEMBAR.AN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

TAHUN 2016 NOMOR 1 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA 

UTARA: J7 1/2016 
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

I. UMUM 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan. DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah dalam kurun waktu l (satu) tahun. 

sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, APBD merupakan 

instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 

Anggaran 2016 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari s.d 31  Desember 2016 

terdiri dari: 

1.  Pendapatan 

2. Belanja 

3. Pembiayaan 

Rp 1.168.384.127 .000,00; 

Rp 1.193.876.254.900,00; dan 

Rp. 25.492.127.900,00. 

Komposisi jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta rinciannya 

dalam APBD Tahun Anggaran 2016 suatu waktu dapat berubah seiring dengan 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum dan 

Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016 berupa terjadinya pelampauan atau 

tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber 

dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Dalam hal 

ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan menyusun kembali 

komposisi jumlah pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1 n  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

. Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 1 


